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ABSTRAK 

 

Setiyo Wahyu Riantono. 201910115077. Penegakan Hukum Dalam Tindak 

Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Muatan Barang Berdasarkan Pasal 263 

KUHP. 

Penelitian ini di latar belakangi maraknya Kasus kendaraan angkutan 

barang yang melebihi batas beban dan melebihi ukuran standar, dengan adanya 

pelanggaran tersebut timbulnya kecelakaan lalu lintas yang mengancam jiwa. 

Terhadap dampak-dampak yang membahayakan disebutkan diatas, dalam PM 60 

Tahun 2019 hanya mengatur mengenai sanksi administratif terhadap pengusaha 

yang melanggar aturan muatan, sedangkan terkait pemalsuannya tidak dikenakan 

sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP sehingga dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini. Pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 263 

Ayat (1) KUHPidana, penulis menilai bahwa bunyi Pasal 263 KUHP tidak dapat 

ter-implementasi dengan baik karena dalam penegakan hukum pada kasus 

pemalsuan surat muatan barang terhadap angkutan kelebihan muatan (overload) 

tidak didapati aturan lebih lanjut baik dalam peraturan pelaksanaan dibawahnya. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada pendekatan 

konseptual menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan 

hukum. Hasil penelitian yang penulis lakukan, surat muatan barang palsu yang 

dikeluarkan oleh PT. DHL Express menyebabkan kendaraan mengalami kelebihan 

muatan overloading dan overdimension (ODOL). Akibatnya kendaraan yang 

kelebihan muatan membuat kerusakan infrastruktur jalan dan kecelakaan lalu 

lintas, menurut penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut kurang 

memberikan efek jera . 

Kata Kunci: Pemalsuan, Surat Muatan Barang, ODOL, Kecelakaan. 
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ABSTRACT 

 

Setiyo Wahyu Riantono. 201910115077. Law Enforcement in the Crime of 

Forgery of Document of Goods Shipment Based on Article 263 of the Indonesian 

Criminal Code. 

This research is motivated by the rampant cases of goods transport 

vehicles that exceed the load limit and exceed the standard size, with these 

violations causing life-threatening traffic accidents. Regarding the harmful 

impacts mentioned above, PM 60 of 2019 only regulates administrative sanctions 

against entrepreneurs who violate cargo regulations, while falsification is not 

subject to criminal sanctions as regulated in Article 263 of the Criminal Code so 

that it can be formulated in this study. Forgery of documents is regulated in 

Article 263, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The author 

argues that the wording of Article 263 KUHP cannot be effectively implemented 

because there are no further regulations in the enforcement of the law regarding 

the forgery of goods shipment documents for overloaded transportation, 

particularly in the implementing regulations. The research method employed is 

normative-empirical research with a legislative and conceptual approach. The 

conceptual approach utilizes theories of criminal responsibility and law 

enforcement. Based on the research conducted by the author, the issuance of fake 

goods shipment documents by PT. DHL Express resulted in overloaded and 

overdimensioned (ODOL) vehicles. As a consequence, the overloaded vehicles 

caused damage to road infrastructure and traffic accidents. According to the 

author, the law enforcement against such criminal acts is insufficient in providing 

a deterrent effect. 

Keywords: Forgery, Bill of Lading, ODOL, Traffic Accidents. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya 

mulut tapi belum tentu punya pikiran. 

 

Albert Einstein.
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